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Abstract
This article examines the authority of district and municipal governments in one-stop integrated ser-
vices as an instrument for achieving public welfare. The issue is important because decentralization
and regional autonomy require local governments not only to regulate, but also to provide efficient,
accessible, and investment-supportive public services. Using empirical juridical research, the article
reviews the legal basis of one-stop integrated services, the institutional role of regional investment and
licensing offices, and practical indicators of service quality. The study finds that district and munici-
pal authority in one-stop services includes licensing and non-licensing matters delegated by regional
governments, investment administration, issuance and revocation of permits, and collection of lawful
retributions. The article also finds that an ideal one-stop service model depends on integrated adminis-
tration, information technology, clear procedures, complaint handling, and institutional concentration
of authority within a single service body. It concludes that strengthening local authority through an ef-
ficient one-stop system can improve public service quality, encourage investment, and support broader
social welfare.
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Abstrak
Artikel ini mengkaji kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu
sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Isu ini penting karena de-
sentralisasi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah tidak hanya mengatur, tetapi juga
menyediakan pelayanan publik yang efisien, mudah diakses, dan mendukung investasi. Dengan
menggunakan penelitian yuridis empiris, artikel ini menelaah dasar hukum pelayanan terpadu satu
pintu, peran kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta indikator prak-
tis kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kabupaten/kota dalam
pelayanan terpadu satu pintu meliputi urusan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan pe-
merintah daerah, administrasi penanaman modal, penerbitan dan pencabutan perizinan, serta pe-
narikan retribusi yang sah. Artikel ini juga menemukan bahwa model pelayanan terpadu satu
pintu yang ideal bergantung pada administrasi yang terintegrasi, teknologi informasi, prosedur
yang jelas, penanganan pengaduan, dan pemusatan kewenangan dalam satu lembaga layanan. Ar-
tikel ini menyimpulkan bahwa penguatan kewenangan daerah melalui sistem pelayanan terpadu
satu pintu yang efisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong investasi, dan
menopang kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pelayanan Publik; Pemerin-
tah Daerah; Masyarakat Sejahtera
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1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu ukuran paling nyata dari keberhasilan tata kelola
pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, kualitas pelayanan tidak lagi hanya dilihat
dari seberapa banyak kewenangan diserahkan kepada daerah, tetapi juga dari seberapa
efektif kewenangan itu digunakan untukmelayani kebutuhanmasyarakat danmendorong
kegiatan ekonomi. Di titik inilah pelayanan terpadu satu pintu menjadi penting, terutama
dalam urusan perizinan, nonperizinan, dan penanaman modal.

Sumber artikel menempatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagai lembaga strategis di tingkat kabupaten/kota. Kehadiran lembaga ini di-
maksudkan untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi fragmentasi kewenangan an-
tarinstansi, dan menciptakan model pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta ramah
bagi masyarakat maupun investor. Dalam praktiknya, pelayanan terpadu satu pintu juga
diharapkan menjadi jawaban atas masalah pelayanan daerah yang lambat, berbelit, dan
kontra terhadap iklim investasi.

Namun, penyederhanaan kelembagaan tidak otomatis menghasilkan pelayanan
yang baik. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana dasar kewenangan pe-
merintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum
Indonesia, dan seperti apa bentuk kewenangan yang ideal agar pelayanan itu benar-benar
mendukung kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena
pelayanan publik yang buruk dapat menggagalkan tujuan otonomi daerah, sedangkan
pelayanan yang baik justru dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana kewenangan pemerin-
tah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indone-
sia. Kedua, bagaimana bentuk kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ideal dalam
pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum primer meliputi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012, dan regulasi terkait pelayanan terpadu satu pintu serta penanaman modal. Bahan
hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang membahas otonomi daerah,
pelayanan publik, dan reformasi perizinan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memadukan pembacaan terhadap
norma hukum dan temuan praktik layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Pendekatan ini dipakai untuk melihat hubungan antara pengaturan
kewenangan, desain kelembagaan, dan kualitas pelayanan dalam konteks pemerintahan
daerah.
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4. Pembahasan

4.1 Dasar Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Sumber artikel menjelaskan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya diarahkan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan kepadamasyarakat. Karena itu, kewenangan pemerintah
kabupaten/kota tidak boleh dibaca semata sebagai kewenangan administratif yang bersi-
fat formal, melainkan sebagai tanggung jawab nyata untuk menyelenggarakan pelayanan
yang efektif. Dalam bidang penanaman modal dan perizinan, tanggung jawab itu dilem-
bagakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pelayanan terpadu satu pintu didukung oleh
berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan kebijakan khusus
mengenai penanaman modal. Sumber artikel menegaskan bahwa kewenangan pemerin-
tah kabupaten/kota dalam sistem ini meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang
dilimpahkan oleh pemerintah daerah, pengelolaan peningkatan investasi, penerbitan, pen-
cabutan, atau pembatalan izin, serta penarikan retribusi sesuai ketentuan hukum.

Artinya, kewenangan tersebut bukan kewenangan yang berdiri sendiri tanpa batas.
Ia harus selalu dibaca dalam relasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, prinsip pelayanan publik, dan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Dalam perspektif
hukum administrasi, pelayanan terpadu satu pintu justru bertujuan memusatkan layanan
pada satu institusi agar masyarakat tidak dipaksa berpindah-pindah ke banyak instansi
untuk memperoleh izin yang dibutuhkan.

4.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Instrumen Reformasi Pelayanan Publik

Sumber artikel menunjukkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu berhubungan erat den-
gan gagasan good governance. Kualitas pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari
kualitas layanan publik. Jika prosedur layanan rumit, biaya tidak jelas, penanganan pen-
gaduan lemah, dan pemohon harus berhadapan dengan banyak kantor sekaligus, maka
tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai.

Karena itu, pelayanan terpadu satu pintu bukan sekadar penataan meja layanan,
melainkan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk membangun pelayanan yang
transparan, akuntabel, cepat, dan adil. Sumber artikel mencontohkan bahwa dengan ter-
pusatnya layanan di DPMPTSP, pemohon izin tidak perlu lagi mendatangi banyak dinas
teknis. Hal ini mendukung efektivitas dan efisiensi sekaligus menurunkan peluang peny-
impangan dalam proses perizinan.

Dalam pengertian ini, pelayanan terpadu satu pintu juga mempunyai hubungan
langsung dengan iklim investasi. Investor membutuhkan kepastian prosedur, kejelasan bi-
aya, dan kepastian waktu. Jika pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan semua itu
melalui satu lembaga layanan yang bekerja secara terintegrasi, maka daya tarik daerah un-
tuk investasi akan meningkat. Pada saat yang sama, masyarakat juga diuntungkan karena
akses terhadap layanan publik menjadi lebih sederhana.
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4.3 Model Kewenangan yang Ideal untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Sumber artikel menilai bahwa kewenangan daerah yang ideal dalam pelayanan terpadu
satu pintu harus lebih dari sekadar kewenangan formal. Kewenangan itu harus diikuti
oleh kapasitas kelembagaan untuk mengelola pelayanan secara terpadu. Beberapa unsur
yang ditekankan meliputi administrasi berbasis teknologi informasi, pengisian data yang
cukup dilakukan sekali, pelayanan simultan, penanganan pengaduan, dan pemusatan se-
mua perizinan serta nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah dalam satu lembaga.

Model semacam ini penting karena kesejahteraan masyarakat tidak lahir dari ke-
beradaan izin itu sendiri, tetapi dari kemudahan, kepastian, dan efektivitas layanan yang
menopang kegiatan ekonomi dan sosial. Ketika proses perizinan menjadi lebih singkat
dan jelas, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berkembang lebih mudah. Pada saat
yang sama, investasi yang sehat juga lebih mungkin tumbuh karena hambatan birokrasi
berkurang.

Sumber artikel juga menekankan perlunya pengawasan yang efektif. Pelayanan
yang terpusat pada satu lembaga tidak boleh berubahmenjadimonopoli administratif yang
tertutup. Sebaliknya, sistem tersebut harus tetap terbuka terhadap evaluasi, pengaduan
masyarakat, dan pembenahan prosedur. Dengan begitu, kewenangan yang besar tetap
diimbangi oleh akuntabilitas.

4.4 Kualitas Pelayanan sebagai Wajah Kewenangan Daerah

Pada akhirnya, mutu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu
satu pintu diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan. Sumber artikel menunjukkan
beberapa indikator penting, antara lain pelayanan yang transparan, akuntabel, kondusif,
partisipatif, bermutu, dan berkeadilan. Semua indikator ini menunjukkan bahwa kewe-
nangan hukum harus diterjemahkan menjadi pengalaman pelayanan yang benar-benar
dirasakan oleh masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan
prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian dari pembena-
han kewenangan itu sendiri. Tanpa kapasitas pegawai dan infrastruktur yang memadai,
desain pelayanan terpadu satu pintu akan berhenti sebagai slogan administratif. Seba-
liknya, bila dukungan kelembagaan diperkuat, maka pelayanan perizinan dapat menjadi
instrumen pembangunan daerah yang langsung terasa manfaatnya.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintumenurut sis-
tem hukum Indonesiamencakup pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan
oleh pemerintah daerah, pengelolaan penanaman modal, penerbitan dan pencabutan izin,
serta penarikan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini diben-
tuk untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung iklim investasi
daerah.

Bentuk kewenangan yang ideal adalah kewenangan yang dijalankan melalui
administrasi yang terintegrasi, penggunaan teknologi informasi, prosedur yang jelas,
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penanganan pengaduan yang baik, dan pemusatan layanan pada satu lembaga. Dengan
model seperti itu, pelayanan terpadu satu pintu dapat mempercepat layanan, menekan
penyimpangan, mendorong investasi, dan pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya
masyarakat yang lebih sejahtera.

5.2 Saran

Pemerintah daerah perlu terus memperkuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga yang benar-benar memegang seluruh kewenangan
layanan yang relevan agar tidak terjadi benturan kewenangan antarinstansi. Selain itu,
pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia harus terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan semakin efektif, efisien,
dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
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